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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILIT ASI SENGKETA INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SELUMA

| NOMOR

800/183/KOMINFO/IV/2017

' TANGGAL
 PEMBUATAN

07 JUNI 2017

PEMERINTAH DAERAH ;ffoA_”@gfgﬁL‘BEwS'
| TAN AL
KABUPATEN SELUMA  [ENESC0

| DISAHKAN OLEH |

DASAR HUKUM |

1 UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, |
Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu |

2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ‘

4. UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

| 5 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi publik

6.Permendagri Nomor 3 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah

7 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

8 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

|

| NAMA KEGIATAN _ Fasiltasi Sengketa Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana :

Informasi Publik
9 Perki Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Seluma
Peralatan/Perlengkapan :

Keterkaitan :
a) Internal SKPD Pengelolaan data dan informasi

b) Eksternal SKPD Pelayanan Informasi publik

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Alat Tulis Kantor

3. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan : ' _
Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Disimpan dalam bentuk softcopy dan
hardcopy

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik

. Pegdomazn Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
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